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WALIKOTA PALEWBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!
SERI'A TATA KERJA DINAS PENGEN DALIAN PENDUDUk DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA PA!.EMBANG

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PA LEM BANG,

Me.nimbang: bahwa untnk melaksanakan ketentuan Pasai 4 Peraturan
Daerah Kota Paiembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemlventukan dan Susanan Pcrangkat Daerah Kota
Paiembang, perlu menetapkan Peraruran Walikota
Paiembang tentang Kedudukan, Sustman Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kcrja Dinas Pengcndalian Penduduk
dan Keluarga Rerencana .Kota Paiembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1059 tentang
Pembentukan Daerah Tirigkat It dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomnr 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
din bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan... k
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5. Pe.raturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana National Nomor 163 Tahun 2016 teruang
Pcdoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Provinsi, Kabu paten dan Kota; dan

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERA I'URAN WAL1KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASi, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA,
DINAS PENGENDALfAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PALEMBANG

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Prraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kola adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palemhang.
3. Waiikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Waiikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Dinas Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Uerencana

Dinas adalah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendaiian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pengendaiian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendaiian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palemhang.

10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendaiian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.

ll.Scksi adalah Seksi pada Dinas Pengendaiian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kola Palembang.

12.Urusan adalah urusan pemerinrahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

13.Unit Pclaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Uerencana yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

ld.Kclompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan lertentu.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANiSASJ

Pasal 2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayar ( 1 ) mempunyai tugas
membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dinas Pengcndalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknts;
b. pclaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyeienggarann urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan peiaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan admimstrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendaiian Penduduk dan
Keluarga Berencana, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Secretariat, membawahi:

) . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Pcrcncanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pengcndalian Penduduk, membawahi:
1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Pcrkiraan Pengendalian Penduduk;

dan
3. Seksi Data dan Informasi.

d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan Pendisit ibusian Alat

Kent rasepsi;
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan

Keluarga Berencana.

c. Bidan
i

%
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e. Bidang Ketahanan dan Kcsejahteraan Keluarga,
membawahi:
1.Seksi Fembcrdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan

Lanjut Usia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
1. Seksi Penyuluhan, Kornuniknsi, Inforrnaai dan

Edukasi:
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
3.Seksi Fendayagunaan PKB/PLKB dan InstitusI

Masyarakat Perkotaan.
g. Unit Pciaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsioual.

{2} Sckretariat dipimpin okh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oieh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang beraua di hawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin olch Kepaia Seksi yang
berada di bawaii dan bertanggung iawab kepada Kepaia
Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendnlian Penduduk
dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tercantum dalam Utmpiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
URA1AN TUGAS DAN FUNGSi

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyal tugas mclaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan petunjuk pclaksanaannya.
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Pasal 5

(1) Sekrctaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
daiam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan seria menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk melaksrmakan tugas sebag&imana dimaksutl pada
ayut ( 1 Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan

kesekretariatan;
b. polaksanaan program kerja dan kegiatan serta

peluvanan administrasi kesekretariatan meliputi tata
usaha, kepegawaian, administrai umum, perlengkapan,
keuangan seiia penyusunan program;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas
kesekretariatan;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan ins*ansi
terkait;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dnn pelaporan
pclaksanaan tugas; dan

f- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan lungsinya.

Pasal 6.

{1} Sub Bagian Umutn dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan suh bagian

urnuin dan kepegawaian;
b. mengdola administrasi itmum dan sural menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. meiaporkan hasil kerja capaian kineija; dan
h. melaksannkan tugas kcdinasaii lain sesuai dengan

bktang tugastiya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas;
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
h. menyusun rencana anggaran keija dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola adminisuasi keuangan beianja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
i. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembu kuan/akuntansi;
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g. meiaporkan basil kerja capaian kineija; dan
h. mebtksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.
(31 Suh Hagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinus dan sub
uugian pcrencanaan dan pelaporan;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program tian
kegiatan antar bidang;

c. menyusun dokumen perencanaan dinasj
d. meiaporkan basil kerja capalan kineija; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

B&gian Ketiga
Bidang Pengendaiian Penduduk

Pasnl 7

(1) Bidang Pengendaiian Penduduk, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendaiian
Penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
aval ( 1 ). Bidang Pengendaiian Penduduk mempunyai iyngsi;
a. pelaksana&n kebijakan di bidang Pengendaiian

Penduduk;
b. perunnisan kebijakan daerah di bidang pengendaiian

penduduk dan sistem informasi keluarga;
c. peiaksanaan NSPK di bidang pengendaiian penduduk

dan sistem informasi keiuarga;
d. peiaksanaan pemetaan perkiraan (parameter)

pengendaiian penduduk:
e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang

pengendaiian penduduk;
f. peiaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi

terkait;
g. peiaksanaan monitoring, evuluasi dan pelaporan

peiaksanaan tugas; dan
h. peiaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal S

fl ) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendaiian
Penduduk mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendaiian
Penduduk;

h. mHakukan pertyiapan bahnn pembinaan kebijakan
pengendaiian penduduk;

c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosedur terkait pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendaiian j>enduduk;

d. meiaporkan...
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d. mclaporkan hasil keija dan capaian kiuerja; dan
e . melaksanakan tugas krdinasan lain sesuai dengan

bidang tugusnya.

(2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendaliau Penduduk
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

Pemetaan Perkiraan Pengendaliau Penduduk;
b. melakukan pembinaan dan bimbingan pcmctaan

perkiraan pengcndalian penduduk;
c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan

proscdur terkait pemetaan perkiraan pengcndalian
penduduk;

d. mclaporkan hasii kerja dan capaian kinerja; dart
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgialan seksi Data

dan Informasi;
b. melakukan penyiapan bahan pembinaan serta

bimbingan terkait data dan informasi;
c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan

proscdur terkait data dan informasi;
d . melaporkon hasi] keija dan capaian kinerja; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Bercncana

Pasal 9

( 1 ) Bidang Keluarga Barencana, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Keluarga
Berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diiriaksud pada
ayat (!}, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana;
b. perumusan kebijakan reknis daerah di bidang Keluarga

Berencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang

Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan penvelenggaraan norma, standar prosedur

dan kritcria di bidang Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengcndalian

dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
pelaksanaan pelavanan Keluarga Berencana;

f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Rer KB;
g. peinberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

Keluarga Berencana;

h . pelaksanaan. . .
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h. peiaksanaan koorriinasi dan keijasama dengau instansi
terkait;

L pelakisanaan monitoring, evaiu&si dan pelaporun
pelaksariaan tugas; dan

j. pclaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan olch
Kcpalu Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
mempunyai tugas:
a- menyusun rcucarta program dan kegiatan seksi

Pengendalian dan Pcndistribusian Alat Kontrasepsi;
b. melakukan pembinaan sena bimbingan terkait

pengendalian dan pcndistribusian alat kontrasepsi;
c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan

prosedur terkait pengendalian dan pendistribusian alat
kontrasepsi;

d. melaporkan hasil kerja dan rapaian kineija; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidatig tugasnya.

(2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
b. melakukan penyiapan bahan pembinaan serta

bimbingan terkait jaminan pelayanan keluarga
berencana;

c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosedur terkait jaminan pelayanan keluarga berencana;

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. mrlaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kcsertaan Keluarga
Berencana mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

Pembinaan dan Pcningkatan Kesertaan Keluarga
Berencana;

b. melakukan penyiapan baitan pembinaan serta
bimbingan terkait peningkatan kesenaan keluarga
berencana;

c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosed ur terkait pembinaan dan peningkatan kesertaan
keluarga berencana:

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keiima...

f
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Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Dan Kesejahtcraan keluarga

Pasal 11

{1} Bidang Ketahanan dan Kesejalueraan Keluarga , mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
Pcnempatan dan Perluasan Tcnaga Kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud pada
ayat (1 ) , Bidang Ketahanan clan Kescjahteraan Kcluarga
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kcbijakan di bidang Ketahanan Dan

Kescjahteraan Kcluarga;
b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang

ketahanan dan kescjahtcraan keluarga;
c. pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan

kesejalueraan kefuarga;
d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina

Kcluarga Balita;
e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang

pembinaun ketahannn remaja;
f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina

keluarga lanjui usia dan renfan;
g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang

pemberdayaan keiuarga sejahtcra melaiui usaha rnikro
keluarga;

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
kescjahteraan dan ketahanan keluarga;

i. pelaksanaan koorriinasi dan kerjasama dengan insiansi
terkait;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepaia Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pemberdayaan Kescjahteraan Keluarga, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Kescjahteraan Keluarga;
b. mclakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan

clan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosed Lir dan kritcria pemberdayaan kesejahteraan
keluarga;

c. melaporkan hasil kerja dan eapaian kinerja; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan Lain sesuai dengan

bidang tugasnva.

(2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut
Usia mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Bina

Ketahanan Keluarga, Balita. Anak dan Lanjut Usia;
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b. melakukan penyiapan bahan pembimian, blmbingan
dan pelaksanaan kebijakan tcknis, norma, standar,
proscdur dan kriteria pembimtan ketahanan keluargu,
balita, anak dan lansia;

c. melaporkan hash kcija capajan kiueija; dan
d. meiaksanakan tugas kedinasan Iain sosuai dengan

bidang tugasi'iya.

(3) Seksi Bina Ketahanan Remaja, melaksanakan Lugas:
a. menyusun reneana program dan kegfatan Seksi Bina

Ketahanan Remaja;
b. pelaksanaan program dan petltnjuk teknis Seksi Hina

Ketahanan Remaja;
c. melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pdaksanaan kebijakan tcknis,
norma, standar, prosedur pembinaan ketahanan
remaia;

d. melaporkan basil kerja capaiari kinerjs; dan
e. melaksanakan lugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Hiflang Penyuluhan Dan Penggerakan

Pasal 13

(1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai lugas
melaksanakan sebagian lugas riinas di bidang Penyuluhan
dun Penggerakan.

(2) Uniuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
aval (1), Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai
iungsi:
a. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan dan

Penggerakan
b. perumusan kebijakan tekriis di bidang penyuluhan,

advokasi dan penggerakan di bidang pengendaliau
penduduk dan keluarga berencana;

r. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan,
advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian
penduduk dan kekiarga berencana;

d. pelaksanaan pemberdayaan don peningk&Jtan peran
serta organisassi kemasyarakatan;

e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/ PLKB);

f. pemherian bimbingan tcknis dan fasilitasi di bidang
penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi
terkait;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan tugos-tugas Iain yang dibcrlkan oleh
kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.. ,^^ 4"
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Pasai 14

( 1 ) Scksi Pcnyuluhan dan Komunikusi, Informasi dan Eduknsi
I KIR) , mempunyai tugas:
a. menyusun renc&na program dan kegiatan $eksi

Penyuluhaft dan Komunikasi, informasi dan Edukasi
(KIE);

b. meiakukan pemiapun bahan pembinaan, himbingan
dan pclaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur serta kriteria pclaksanaan penyuluhan dan
Kumunikasi, Informasi dan Edukasi (KIR);

c. melapnrkan hasil kerja capaian kineija; dan
d. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Scksi Advokasi dan Penggerakan, mempunvai tugas;
a. menyusun renoana program dan kegiatan seksj

advokasi dan penggerakan;
b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan

dan pclaksanaan kebijakan teknis, norma, standar*prosedur serla krireria pclaksanaan advokasi dan
penggerakan;

c. melaporkan basil kerja capaian kinerja; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(3) Scksi Pendayagunaan PKB/PLKD dan Insutusi Masyarakat

Perkotaun , mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi

Pfendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat
Perkotaan;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pclaksanaan kebijakan, teknis,
norma, standar, prosedur serta kriteria pendayagunaan
PKB/ PLKB dan institusi Masyarakat Perkotaan;

c. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasai 15

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur peiaksana teknis
operasional Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kcpala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas,

Pasai 16...at io... .
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Pasailo

Dalam melaksanakan tugasnya. Unit Peiaksana Teknis
mexnpunyai fungsi:
a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasicrnablya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis Operasional.

Pasai 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Pcraturan
Walikota tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pass! 18

{1} Kelompok Jabatan Fungsional mentpuiiyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kerialam sub sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh scoring tenaga fungsional senior.

{3} Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

{4} Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan btrdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

BAB VI
PEMB1AYAAN

Pasill Lb

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeran Kota* Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerab Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang snh.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

(1} Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan inelalui
Sekretaris.
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{2} Kcpala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kcpala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kcpala Unit Pclaksana Teknis
dalam mdaksanakan tugas-tugasnya wajib mencrapkan
prinsip koordinasi, integrasi, stnkronisasi dan simpliftkasi
balk secara verhkai, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-ma&ing maupun anlar satuan
organisasi di lingkungan Pumermtah Kota serta dengtrn
insran&i lain di luai Pftmerimah Kota scsuai dengan togas
masing-masing.

{3} Kcpala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kcpala Sub
Bagian, Kepala Se.ksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masittg-masing dan membcrikan bimbirtgan
scrta petunjuk bagi peiaksanaan tugas bawahannya.

(4 ) Kepala Dinas, Sekreiaris, Kepala Bidang. Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada utasan masing-raasing scrta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diteriina oleh pimpinan satuan
oiganisas! dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaknn lebih
lanjui,

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas daput
menunjuk Sekrctaris Dinas atau Kcpala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALI1IAN

Pasal 21

( 1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan ftingst Dinas
sebagaimana diaiur dalam Peraturan Walikota ini ,
wajib diiaksanakan selambat iambatnya pada tanggal
1 Januari 2017.

(2) Segala ketentuan yang berlentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang bersilat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



Pas;:I 23

Dcngan bcrlakunya Peraumm Walikota ini. Pcratumn Walikota
Raiembaug Nomoi 51 Tail u n 2009 tentan -; Tugas Pokok. Fungs’
dan Uraian Tugas Lembaga Teknls Dae? ait Kora Palembaug
BAB II Ragian Kedeiapan , dicabUt dan dinvatakan ticksk
bnrlaku.

diundangkan.
Agai sctiup orang men&ctahuima, meinrrmtaiikan
pongundangan Petaturan Walikota ini, dnngan penempataimva
ctalain Berita Daerah koia Palembang

Ou« r - pKan t i t Palernbang

HAtfHOdOYO

Diundangkan ai Pnlembang
pada tanggal 30 tOoViXnkr 2016
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